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Visi Indonesia Melupakan Janji Lingkungan Hidup Jokowi 
“Jelang Berakhirnya INPRES Moratorium Hutan” 

 
Jakarta, 16 Juli 2019: Presiden Joko Widodo dalam Visi Indonesia telah melupakan 20% janjinya untuk 
mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam memimpin Indonesia periode 2019-2024. Hal 
tersebut sebagaimana yang tertuang dalam visi keempat Pasangan Jokowi-Maruf Amin saat kampanye 
pemilihan Presiden 2019 yang belum lama usai.  
 
Visi mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, akan dicapai Jokowi melalui tiga misi yaitu 
program pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, serta penegakan 
hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup. Adapun isu pengelolaan hutan dan gambut mendapat 
perhatian paling besar, tercermin dalam 13 kebijakan pengelolaan hutan dan lahan. Oleh karena itu, 
sudah selayaknya Jokowi menegaskan kembali visi dan misi terkait lingkungan hidup dalam Visi 
Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. 
 
Demikian disampaikan oleh M. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, dalam 
Diskusi Media “Moratorium Permanen Hutan dan Visi Indonesia, Akan Kemana?” yang dilaksanakan 
di Creative Hub #TemenanLagi Yayasan Madani Berkelanjutan. 
 
“Harapan masyarakat sangat besar atas kepemimpinan kedua Jokowi, khususnya di sektor lingkungan 
hidup, mengingat janji beliau saat Pilpres dan terdapat beberapa kebijakan pro-lingkungan telah 
diterbitkan meskipun beberapa diantaranya akan segera berakhir masa berlakunya,” jelas Teguh. 
 
Tak ingin kecolongan, Yayasan Madani Berkelanjutan, Walhi Eksekutif, Kemitraan-Partnership, Sawit 
Watch, dan Pantau Gambut  kembali mengingatkan agar Presiden Joko Widodo meneguhkan 
komitmennya dan berani untuk menyelamatkan hutan tersisa, serta meneruskan pemulihan gambut 
setelah berakhirnya masa kerja BRG pada 2020.  
 
Komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan kebijakan moratorium pembukaan 
hutan primer dan gambut yang akan segera dipermanenkan dengan penguatan implementasi 
restorasi gambut 2020. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga perlu meningkatkan kekuatan hukum 
perlindungan permanen hutan alam dan gambut dari instruksi presiden menjadi peraturan presiden. 
 
“Peningkatan status kebijakan dari instruksi presiden menjadi peraturan presiden diperlukan untuk 
memastikan pembenahan dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. 
Peraturan Presiden (Perpres) diharapkan akan menjadi solusi. Apalagi saat ini belum ada aturan 
mengenai sistem monitoring dan evaluasi dari Inpres Moratorium,” ujar Abimanyu Sasongko Aji, 
Project Manager Kemitraan-Partnership. 
 
Dalam catatan Pantau Gambut, terjadi pengurangan wilayah moratorium sekitar 2,8 juta hektare pada 
periode 2011-2019 dan hutan seluas 2.739 hektare telah dilepaskan untuk dijadikan perkebunan 
sawit. 
 
 “Moratorium hutan primer dan gambut yang sudah ada sebelumnya tidak memandatkan tinjauan 
perizinan yang sudah ada. Adapun terbitnya PIPPIB tidak berkaitan dengan upaya pemulihan 



ekosistem gambut. Sementara, lahan gambut sebagian besar sudah terlanjur rusak,” kata Inda 
Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch. “Seharusnya pemulihan ekosistem gambut yang bersifat 
wajib bagi perusahaan terus diawasi dan dipastikan berjalan”, tambahnya. 
 
“Persoalannya, peraturan yang dikeluarkan oleh KLHK masih saling menegasikan. Dalam PermenLHK 
Nomor 16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut bertentangan dengan 
PermenLHK Nomor 10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut 
Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut yang memperbolehkan pengelolaan puncak kubah gambut. 
Selain itu, Kepdirjen-PPKL-Nomor-SK.40-2018 tentang penetapan status kerusakan ekosistem gambut 
yang di dalamnya mengatur soal pemulihan oleh perusahaan, dan juga dokumen seperti HGU hanya 
diketahui oleh KLHK dan Perusahaan. Jadi tidak ada transparansi,” tambah Inda. 
 
“Perlindungan permanen hutan alam dan gambut diharapkan dapat memperkuat komitmen 
pemerintah dalam menata kembali pengelolaan hutan dan gambut. Apalagi, saat ini KLHK telah 
mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan PermenLHK Nomor 10/2019 tentang Penentuan, 
Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut,” tegas Iola 
Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut.  
 
Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI, menerangkan bahwa 
pengaturan moratorium harus mempertimbangkan dan memperkuat wilayah Kelola Rakyat, yang 
selama ini telah hidup turun temurun selaras dengan alam di kawasan hutan, termasuk pengaturan 
perhutanan sosial pada ekosistem Gambut. Pengaturan moratorium harusnya menutup kemungkinan 
masuknya penguasaan korporasi dalam bentuk apapun. Masih dikecualikan PAJALE (Padi, Jagung, 
Kedelai) bisa menjadi pintu masuk pelepasan kawasan hutan, jika tidak diatur dengan ketat. 
 
Masyarakat sipil turut mendukung upaya pemerintah untuk memberi perlindungan hukum secara 
permanen terhadap kawasan hutan dan gambut dengan membuat petisi. Adalah Piter Masakoda, 
Ketua himpunan pemuda Suku Moskona di Papua Barat bersama-sama Yayasan Madani Berkelanjutan 
meluncurkan petisi tersebut pada tanggal 1 Juli 2019 pada laman Change.org dan per 16 Juli 2019 
telah meraih 37.000 pendukung. Dan dukungan ini masih terus bertambah. Bagi Suku Moskona, hutan 
laksana mama sekaligus sumber penghidupan. “Hutan tiada, maka kehidupan pun hilang”, terang M. 
Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan. 
 
Kebijakan perlindungan permanen hutan alam dan gambut perlu dukungan serius agar dapat 
memberikan kepastian perlindungan hutan alam Indonesia yang luasnya mencapai 89,4 juta hektare.  
Lebih jauh, upaya pengaturan “moratorium permanen” seharusnya juga mengatur upaya pemulihan 
lingkungan, khususnya di kawasan hutan dan ekosistem gambut. Empat hal strategis yang perlu 
dipertimbangkan Jokowi dalam satu tahun pertama adalah menerbitkan Perpres penghentian izin 
baru di hutan alam dan gambut, melanjutkan restorasi gambut pasca 2020, memperkuat komitmen 
iklim, dan memimpin implementasi moratorium perkebunan sawit. 
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